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ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Presiden (selanjutnya disebut Wantimpres) merupakan
lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan nasihat kepada
Presiden. Namun ketentuan mengenai ketiadaan pembatasan jumlah anggota dalam
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 memicu polemik dan perdebatan karena
dinilai memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden tanpa tindakan
yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip
konstitusionalisme dan tidak memberikan manfaat secara umum (maslahah
mursalah). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
implikasi peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden
dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 dan menganalisis peniadaan
pembatasan tersebut dalam perspektif maslahah mursalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian
deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-
undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, serta pendekatan
komparatif. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer,
yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan
Pertimbangan Presiden. Sumber hukum sekunder, yang digunakan adalah buku-
buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan bahan pendukung lainnya. Adapun
teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini adalah dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan jumlah anggota Dewan
Pertimbangan Presiden berimplikasi pada politik balas budi dan pemborosan
anggaran. Ketiadaan pembatasan kekuasaan akan rentan terhadap abuse of power
oleh Presiden. Hal ini menjadikan Wantimpres hanya sebagai lembaga simbolik
yang minim peran strategis namun syarat kepentingan elitis. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan agar Wantimpres tetap menjalankan tupoksinya
sebagai penasihat Presiden namun tetap memiliki pembatasan jumlah anggota dan
menjaga prinsip checks and balances sebagai lembaga negara dengan tetap
mempertimbangakan aspek kemaslahatan secara umum.

Kata Kunci : Dewan Pertimbangan Presiden, Ketiadaan Pembatasan Jumlah
Anggota, Konstitusionalisme, Maslahah Mursalah.
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ABSTRACT

The Presidential Advisory Council (hereinafter referred to as Wantimpres) is a state
institution that has a strategic function in providing advice to the President.
However, the provision regarding the absence of restrictions on the number of
members in Law Number 64 of 2024 has sparked polemics and debate because it is
considered to give too much authority to the President without firm action, thus
potentially causing deviations from the principles of constitutionalism and not
providing general benefits (maslahah mursalah). Therefore, this study aims to
determine the implications of eliminating restrictions on the number of members of
the Presidential Advisory Council in Law Number 64 of 2024 and to analyze the
elimination of these restrictions from the perspective of maslahah mursalah. This
study uses a normative legal research type with a descriptive-analytical research
nature. The research approaches used are legislation, conceptual approaches,
historical approaches, and comparative approaches. The sources of legal materials
for this study consist of primary legal sources, namely the 1945 Constitution, Law
Number 64 of 2024 concerning Amendments to Law Number 19 of 2006
concerning the Presidential Advisory Council. Secondary legal sources, used are
law books, law journals, theses, and other supporting materials. The data collection
technique in compiling this research is documentation.

The results of the study indicate that the absence of restrictions on the number of
members of the Presidential Advisory Council has implications for the politics of
favors and budget waste. The absence of restrictions on power will be vulnerable to
abuse of power by the President. This makes Wantimpres only a symbolic
institution with minimal strategic role but full of elitist interests. Therefore, this
study recommends that Wantimpres continue to carry out its duties as an advisor to
the President but still have restrictions on the number of members and maintain the
principle of checks and balances as a state institution while still considering aspects
of general welfare.

Keywords: Presidential Advisory Council, Absence of Limitation on the Number
of Members, Constitutionalism, Maslahah Mursalah.
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MOTTO

Selesaikan pendidikanmu, bagaimanapun keadaannya. Hatimu boleh patah,
matamu boleh basah, kalau lelah istirahat, kalau lagi stress ibadahnya ditingkatkan
lagi, satu yang harus diingat, jangan pernah menyerah, orangtuamu menunggu
kelulusanmu.

-Cyntia Tanjung-

“Faa inna ma’al-‘usri Yusra. Inna ma’al-‘usri Yusra”

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan
ada kemudahan.

-Q.S Al-Insyirah ayat 5 & 6-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa
yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan
transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan

Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan

sebagai berikut:
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
— Ta’ T Te
< Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
, ha (dengan titik di
c 5 H bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D da
3 Zal 7 ze (dengan titik di atas)
J Ra’ R er
) VL Z zet
o Sin S es
B Syin Sy es dan ye
es (dengan titik di
< Sad 3 bawah)
o Dad D de (dengan titik di
bawah)
te (dengan titik di
L >
Ta T bawah)
1 , zet (dengan titik di
za z bawah)
g ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
— Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L ‘el
2 Mim M ‘em

X



3

8 Nun N en
3 Waw \\ \\
° Ha’ H Ha
s Hamzah ‘ Apostrof
< Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
53 2 Ditulis muta’addidah
s Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
als Ditulis hikmah
ale Ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h

| L5y 4l % | Ditulis | Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbttah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammabh,
maka ditulis t atau h

| il 38 ‘ Ditulis ‘ Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
1. T Fathah Ditulis a
. o Kasrah Ditulis i
3. S Dammah Ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Didtis a
Ol Istihsan
2. Fathah +:”3‘1a mati Ditulis a
e Unsa
3. Kasrah + ya’ mati - i
S Ditulis Karim
4. Dammah + wawu mati o !
L Ditulis ;
A Furiud

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati o ai
aSi Ditulis Bainakum
2. Fathah + wawu mati Ditulis au




] Js

‘ Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a'antum
e ditulis u'iddat
A3 SE oAl ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

ol

ditulis

Al-Qur’an

ol

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang
mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya

o Luail) ditulis an-Nisa’
Al ditulis ar-Risalah
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya
s Ja) ditulis Ahl ar-Ra’yi
A3l Jal ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian
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a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan

sebagainya.
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penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan tentang negara hukum dibangun dengan mengembangkan sistem
hukum yang fungsional dan adil, yang mencakup penyusunan suprastruktur
dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur dan
tertib. Sistem ini juga dibentuk dengan membangun budaya serta kesadaran
hukum yang rasional dan objektif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum harus dibangun melalui
proses pembuatan hukum (Law Making) dan penegakan hukum (Law
Enforcing), dimulai dari konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi.
Konstitusi kita saat ini secara jelas mengatur pembagian kekuasaan menjadi
tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.!

Namun, seiring perkembangan, penerapan teori trias politica tidak
dapat dilakukan secara murni. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya
berbagai lembaga baru yang meskipun pada akhirnya dikelompokkan dalam
tiga cabang kekuasaan tersebut.’ Idealnya, lembaga negara harus
mencerminkan ketiga kekuasaan ini, meskipun jumlah dan jenis lembaga
negara dalam suatu negara tidak diatur secara baku, yang terpenting adalah

bagaimana bentuk dan fungsi lembaga-lembaga tersebut, meskipun ada

hlm. 1

! Jimly Asshiddgie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi,

2 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan

Penasihat Presiden, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, him. 2.



lembaga yang tidak langsung berkaitan dengan ketiga kekuasaan tersebut,
namun secara fungsional tetap dianggap bagian dari sistem pemerintahan
yang ada karena diperlukan dalam praktiknya.’

Dewan Pertimbangan Presiden selanjutnya disebut (Wantimpres)
merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam
memberikan nasihat kepada Presiden dalam menjalankan tugas
pemerintahan.* Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan
dinamika politik serta kebutuhan pemerintahan, jumlah anggota
Wantimpres pun mengalami berbagai penyesuaian. Perkembangan ini tidak
hanya mencerminkan perubahan dalam konteks politik Indonesia, tetapi
juga menunjukkan adaptasi terhadap tuntutan efektivitas dan efisiensi
lembaga negara.

Keberadaan dewan pertimbangan bagi penguasa, khususnya
Presiden, pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya otokrasi,
yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh satu individu. Otokrasi dapat
menyebabkan terjadinya pemerintahan yang bersifat tirani, otoriter,
diktatorial, atau totaliter.” Hal yang harus dihindari, selain dibentuk

lembaga-lembaga lainnya, masih dirasa penting untuk memiliki sebuah

3 Yudi Harimurti, Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan
Presiden, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 27 Nomor 1 Februari 2014,
hlm. 59.

4 Ahmad Fachrudin Et Al., Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2017, Jakarta, 2017, hlm.

5 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan
Penasihat Presiden, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 2.



dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden,
sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan
yang matang.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan
Presiden menjadi tonggak penting dalam pembentukan Wantimpres modern
di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia mengenal Dewan Pertimbangan
Agung (DPA), yang merupakan lembaga yang memberikan nasihat kepada
Presiden. Namun, DPA dinilai sudah tidak efektif dan terlalu birokratis
dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Untuk itu,
Wantimpres dibentuk dengan tujuan untuk menjadi lembaga yang lebih
fleksibel, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan
Presiden.®

Dalam UU a quo, Wantimpres dibentuk dengan jumlah anggota
yang maksimal sembilan orang, termasuk Ketua yang juga merangkap
sebagai anggota. Jumlah ini dipilih dengan pertimbangan bahwa sembilan
orang dianggap cukup untuk mewakili berbagai sektor penting dalam
pemerintahan, namun tidak terlalu besar sehingga tetap efisien dan efektif
dalam menjalankan tugasnya.” Para anggota Wantimpres ini diangkat oleh

Presiden dari berbagai latar belakang, termasuk politik, ekonomi, sosial

¢ Jimly Asshiddigie, Momorabilia Dewan Pertimbangan Agung, Konstitusi Press, Jakarta,
2005, hlm. 115.

7 Sandy Yudha Pratama Hulu, “Wantimpres: Sejarah, Eksistensi, dan Relevansinya untuk
Masa Depan”

https://kumparan.com/sandy-yudha-pratama-hulu-1654658960191530253/wantimpres-sejarah-
eksistensi-dan-relevansinya-untuk-masa-depan-1yEM7JulLfkO/3, akses 29 Desember 2024.



https://kumparan.com/sandy-yudha-pratama-hulu-1654658960191530253/wantimpres-sejarah-eksistensi-dan-relevansinya-untuk-masa-depan-1yEM7JuLfkO/3
https://kumparan.com/sandy-yudha-pratama-hulu-1654658960191530253/wantimpres-sejarah-eksistensi-dan-relevansinya-untuk-masa-depan-1yEM7JuLfkO/3

budaya, dan keamanan, yang dianggap memiliki keahlian dan integritas
untuk memberikan pertimbangan yang matang dan strategis kepada
Presiden.

Wantimpres yang berjumlah sembilan orang ini, diharapkan dapat
memberikan nasihat yang komprehensif tanpa menambah beban birokrasi
negara. Fungsi utama Wantimpres adalah memberikan masukan yang
rasional dan berbobot kepada Presiden terkait dengan kebijakan penting
negara, tanpa adanya intervensi yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu,
Wantimpres dengan struktur ini terbukti dapat menjalankan fungsinya
secara optimal dan tidak menambah beban administrasi negara.®

Setelah hampir dua dekade berjalan, UU No. 19 Tahun 2006 perlu
disesuaikan dengan dinamika politik dan pemerintahan yang lebih
kompleks. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 64 Tahun 2024 menjadi
pembaruan terbaru. Perubahan ini dimaknai sesuatu yang sangat relevan
dengan perkembangan politik dan sosial Indonesia serta kebutuhan
pemerintah dalam menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut dengan
berubahnya ketentuan jumlah watimpres yang tertuang pada Pasal 7 ayat
(1):

“Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia terdiri atas

seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang

jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan
memperhatikan efektivitas pemerintahan.”

8 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan
Penasihat Presiden, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 2.



Ketiadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan
Presiden menuai banyak pro dan kontra. Oleh karena itu, ketiadaan
pembatasan jumlah anggota wantimpres ini perlu dilihat dari berbagai
perspektif, salah satunya adalah melalui perspektif maslahah mursalah
sebuah konsep figh yang menekankan pentingnya kebijakan yang
membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, meskipun tidak secara

eksplisit tercantum dalam teks-teks hukum atau konstitusi.’

Namun sebelum undang-undang tersebut disahkan, terdapat
sejumlah perdebatan yang mengemuka. Guru Besar Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mengkritik revisi undang-
undang yang memberikan diskresi besar kepada Presiden dalam
menetapkan ~ jumlah  anggota Dewan  Pertimbangan  Presiden
(Wantimpres).' Menurutnya, hal ini bertentangan dengan prinsip
konstitusionalisme dan negara hukum yang mengharuskan adanya
pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif. Dalam sistem negara hukum
yang mengedepankan konstitusionalisme, pembatasan terhadap kekuasaan
menjadi suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah

terjadinya penumpukan kekuasaan yang dapat merugikan proses demokrasi.

% Syamsuddini, M. Najich, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali
dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif)" A/ Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan
Pendidikan, Vol. 07, No. 02, Juli 2022.

10 Kiki Safitri, Fitria Chusna Farisa, ‘’Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan
Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan”
https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/0926015 1 /pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-

dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi, akses 29 Desember 2024.
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https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi

Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly
Asshiddigie, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas
Indonesia, berpendapat bahwa perdebatan mengenai jumlah anggota
Wantimpres bukanlah isu yang paling substansial. Menurutnya, yang lebih
penting adalah kualitas dan kompetensi individu yang akan mengisi posisi
di lembaga tersebut. Jimly menekankan bahwa anggota Wantimpres
seharusnya terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian
di bidang-bidang strategis yang sangat penting untuk kebijakan negara,
seperti ekonomi, hubungan luar negeri, dan keamanan nasional. Dengan
kata lain, kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam menentukan

efektivitas lembaga tersebut.!!

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Indonesia adalah
lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga serupa di
negara lain memiliki nama dan struktur berbeda, dengan jumlah anggota
yang bisa dibatasi atau tidak dibatasi tergantung pada peraturan masing-
masing negara. Perbedaan dalam jumlah anggota ini bergantung pada
kebutuhan operasional dan fungsi lembaga. Negara-negara dengan anggota
terbatas cenderung fokus pada efisiensi, sementara yang tidak dibatasi lebih

menekankan pada keterwakilan luas berbagai kelompok masyarakat.

" Kiki Safitri, Fitria Chusna Farisa, <’Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan
Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan”
https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/0926015 1/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-

dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi, Diakses 29 Desember 2024.
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https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi

Di Singapura, lembaga serupa Wantimpres bernama Council of
Presidential Advisers. Konstitusi Singapura menetapkan bahwa Council of
Presidential Advisers (CPA) bertugas memberikan nasihat kepada Presiden
dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kustodiannya. Presiden diwajibkan untuk
berkonsultasi dengan CPA saat menggunakan kewenangan diskresioner,
khususnya yang berkaitan dengan urusan fiskal dan pengangkatan pejabat.
CPA terdiri atas delapan anggota, yang dibagi ke dalam tiga kelompok
(divisi). Masa jabatan tiap anggota berlangsung selama enam tahun, dan
penyusunan divisi dilakukan secara bertahap agar setiap dua tahun, masa
jabatan seluruh anggota dalam satu divisi berakhir secara bersamaan.!'?
Begitu pula dengan Malaysia. Di Malaysia lembaga penasihat tingkat tinggi
bernama Council of Eminent Persons (CEP)."> Lembaga ini Memberikan
nasihat kepada Perdana Menteri dan kabinet mengenai kebijakan ekonomi,
tata kelola pemerintahan, dan reformasi institusi. Anggotanya terdiri dari 5
orang anggota yang terdiri dari tokoh nasional senior dan ahli di bidang

ekonomi, hukum, dan tata kelola.

Berdasarkan problematika tersebut yang menjadi alasan penulis
untuk mengambil skripsi yang berjudul "Ketiadaan Pembatasan Jumlah

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 64

12 President of the Republic of Singapore, https://www.istana.gov.sg/Presidents-
Office/Council-of-Presidential-Advisers Diakses pada 1 Juni 2025.

13 Council of Eminent Persons, https://s-cica.org/index.php?view=page&t=council-of-

eminent-

persons#:~:text=The%20Council%200f%20Eminent%20Persons%20is%20an%20advisory%20bo
dy%?20designed.directions%20and%?20priorities%200f%20CICA Diakses pada 1 Juni 2025.
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https://s-cica.org/index.php?view=page&t=council-of-eminent-persons#:~:text=The%20Council%20of%20Eminent%20Persons%20is%20an%20advisory%20body%20designed,directions%20and%20priorities%20of%20CICA

Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden"

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi Penelitian ini

memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan
Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024?

2. Bagaimana analisis peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan
Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024

perspektif maslahah mursalah ?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang
ingin dicapai dari Penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Disusun untuk mengetahui bagaimana implikasi peniadaan
pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.

b. Disusun untuk mengetahui bagaimana analisis peniadaan
pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 perspektif maslahah
mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan ilmu
pengetahuan di dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara,
khususnya mengenai Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64
Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus
masukan terkait substansi dan pentingnya Dewan Pertimbangan
Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Melalui
penelitian ini, juga diharapkan dapat membantu pejabat negara
dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden agar

kebijakan yang dikeluarkan lebih akurat dan efektif.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis mengenai
Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, penulis telah menemukan
penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama diantaranya:
Pertama, pada penelitian yang ditulis oleh Agung Pratama Irvan dari
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan judul

“Analisis Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam
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Sistem Pemerintahan Di Indonesia”.!* Secara garis besar penelitian ini
menjelaskan  tentang kedudukan dan efektivitas fungsi Dewan
Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perbedaan
yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah subjektifitas undang-undangnya
menggunakan Perpres Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan
Pertimbangan Presiden dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang
Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Yusri Wahyuni dari
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul
“Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia”.!®> Penelitian diatas membahas tentang urgensi
lembaga wantimpres dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sedangkan
penulis meneliti tentang ketiadaan pembatasan jumlah anggota Dewan
Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.

Ketiga, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh
Mochammad Faishol, dari PPM Al-Jihad dalam Jurnal Pemikiran dan

Pembaharuan Hukum Islam dengan judul “Kedudukan dan Kewenangan

4 Agung Pratama Irvan, “Analisis Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden
Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Makassar (2023).

15 Yusri Wahyuni, “Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(2018)
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Dewan Pertimbangan Presiden dalam Tinjauan Figh Siyasah”.!® Jurnal ini
menggunakan sudut pandang Figh Siyasah dan menurut konsep keislaman
sedangkan penelitian ini menggunakan konsep hukum positif dengan
menggunakan teori kelembagaan negara dengan dikolaborasikan dengan
teori Islam yakin maslahah mursalah.

Keempat, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Brilliant
Bintang dan Ryan Muthiara, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia
dalam Jurnal Hukum & Pembangunan dengan judul “Dewan Pertimbangan
Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”.!” Jurnal ini mengulas
bagaimana kedudukan dan sejauh mana kewenangan Dewan Pertimbangan
Presiden dalam mengimbangi cabang-cabang kekuasaan sesuai dengan UU
Nomor 19 Tahun 2006 dan perbandingan lembaga serupa diberbagai negara
dunia. Sedangkan pada penelitian akan mengupas tuntas alasan mengapa
jumlah Watimpres tidak dibatasi. Kemudian penulis juga akan memakai dari

sudut pandang Islam dengan menggunakan teori maslahah mursalah.

16 Faishol, Mochammad., "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden
Dalam Tinjauan Figh Siyasah" Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.
22, No. 2, Desember 2019.

17 Prasetya, Brilliant Bintang., dan Wasti, Ryan Muthiara., "Dewan Pertimbangan Presiden
Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52 No. 3,
September 2022.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan, di
mana kekuasaan tersebut diatur oleh konstitusi sebagai norma hukum
tertinggi. Fokus utama dalam pandangan ini adalah memastikan adanya
mekanisme pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan
pemerintahan. Gagasan konstitusionalisme mendukung konsep negara
yang terbatas (the limited state) untuk mencegah penyelenggaraan
negara dan pemerintahan bertindak sewenang-wenang. Prinsip ini diatur
secara jelas dalam pasal-pasal konstitusi. Andrew Vincent menjelaskan
bahwa pendukung konstitusionalisme memberikan perhatian utama
pada pembatasan dan diversifikasi otoritas serta kekuasaan.'®

Carl J. Friedrich, dalam bukunya Constitutional Government and
Democracy, menyatakan bahwa konstitusionalisme mengandung
gagasan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk
rakyat harus tunduk pada sejumlah pembatasan. Pembatasan ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dikelola oleh
pihak yang diberi wewenang tidak disalah gunakan.

Andrew Heywood juga mendefinisikan konstitusionalisme dalam
arti sempit sebagai penyelenggara pemerintahan yang dibatasi oleh

UUD. Dengan kata lain, konstitusionalisme hadir ketika lembaga-

'8 Bachtiar, Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Konteks Penyelenggaraan
Sistem Ketatanegaraan, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.
6 No. 1, 2015, hlm. 129.
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lembaga pemerintahan dan proses politik secara efektif dibatasi oleh
aturan-aturan yang bersumber dari prinsip konstitusionalisme.
Sedangkan dalam arti luas, konstitusionalisme mencakup seperangkat
nilai dan aspirasi politik yang bertujuan melindungi kebebasan melalui
mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, terhadap
kekuasaan pemerintahan. '

Konstitusionalisme tidak dapat berjalan tanpa adanya konsensus
yang mendukungnya. Konsensus tersebut menjadi dasar utama bagi
tegaknya konstitusionalisme di era modern saat ini. Secara umum,
konsensus ini didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu?’:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general
goals of society or general acceptance of the same philosophy
of government).

2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan
pemerintahan atau penyelenggara Negara (the basis of
government).

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-

prosedur Ketatanegaraan (the form of instititions and
procedures).

Berdasarkan kesepakatan diatas, kekuasaan tidak mengizinkan
adanya masa jabatan yang absolut atau tanpa batas, dengan prosedur
yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pemerintah bersifat tidak
sewenang-wenang dan tetap bertanggung jawab. Gagasan ini secara

alami muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan

9 Andrew Heywood dalam Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi,

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), him. 172.

20 William G. Anddrews dalam Jimly Asshiddiqgie, Konstitusi dan Konstitusionalisme,

(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 20050, him. 21.
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diri dengan perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Asas Diskresi

Di Indonesia, istilah Freies Ermessen dikenal sebagai diskresi. Menurut
Prajudi Atmosudirdjo, asas diskresi berarti bahwa pejabat pemerintah
tidak diperbolehkan menolak membuat keputusan hanya karena tidak
ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, mereka diberikan
kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan
pribadi, selama tidak melanggar prinsip yuridiksi dan legalitas.?!
Kewenangan untuk melakukan diskresi melekat pada jabatan-jabatan
dalam administrasi negara atau pemerintahan. Namun, penggunaan
diskresi oleh pemerintah harus tetap berada dalam batas-batas negara
hukum. Dalam sistem negara hukum, pelaksanaan kekuasaan
pemerintahan harus didasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan
menciptakan ketertiban hukum.??

Freies Ermessen dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan
kepada pemerintah dalam menangani masalah-masalah penting yang
belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian,
pemerintah tetap dilarang mengambil tindakan yang menyimpang dari

tujuan pemberian kewenangan (detournement de pouvoir) atau

2l Mhd. Taufiqurrahman, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan, Jurnal Retentum,
Edisi 2019,Vol. 1 No.1, hlm. 52.

22 Rokilah, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law,
Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hu-kum, Edisi 2019,Vol. 2 No. 1, hlm. 16.
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melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara
(onrechtmatige overheidsdaad).”® Setiap tindakan pemerintah yang
menimbulkan kerugian bagi warga negara dapat dikenai tuntutan
hukum. Oleh karena itu, penggunaan diskresi perlu dibatasi agar tidak
disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang. Sjachran
Basah menjelaskan bahwa dalam suatu negara hukum, diskresi harus

memenuhi sejumlah unsur tertentu, setidaknya mencakup hal-hal

berikut.?* :
a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
d. Sikap tindak diambil atas inisiatif sendiri;
e. Sikap tindak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

=

Pemberian kewenangan diskresi atau freies Ermessen kepada
pemerintah merupakan dampak logis dari konsep Negara Kesejahteraan
(Welfare State). Namun, dalam kerangka negara hukum, kebebasan
bertindak tersebut tidak bisa digunakan secara tak terbatas, dan tidak
boleh hanya dilandasi pendekatan kekuasaan semata, termasuk dalam
hal diskresi mutlak yaitu diskresi yang didasarkan pada aspek hukum
atau ketentuan formal sebagai landasan pembuatan kebijakan. Oleh

karena itu, diperlukan adanya batasan, karena pelaku diskresi adalah

23 S.F Marbun Dan Moh. Mahfud M.D, (2011), Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,
Cet-6, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

24 Sjachran Basah dalam Ridwan HR (2016), Hukum Administrasi Negara, cet-12, Rajawali
Press, Jakarta, hlm.170.
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manusia yang tidak luput dari kemungkinan membuat kesalahan. Maka
dari itu, pembatasan-pembatasan tersebut menjadi penting, yaitu:
a. Tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku
Setiap pejabat atau badan-badan administrasi negara menggunakan
diskresi tidak boleh melanggar suatu peraturan perundang-undangan
yang ada.?
b. Hanya ditujukan untuk kepentingan umum. Bahwa setiap
penggunaan diskresi oleh pejabat atau badan-badan administrasi

negara harus didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara luas
bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

3. Maslahah Mursalah

Secara etimologis, maslahah memiliki makna yang sama dengan
manfaat, baik dari segi lafaz maupun arti. Maslahah merujuk pada
sesuatu yang mengandung manfaat atau suatu tindakan yang
memberikan manfaat. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pada
dasarnya, maslahah adalah upaya untuk memperoleh manfaat dan

menghindari kemudaratan demi menjaga tujuan-tujuan syariat.?

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa kemaslahatan harus selaras
dengan tujuan syariat, meskipun terkadang bertentangan dengan tujuan-
tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasarkan
pada kehendak syariat, melainkan seringkali dipengaruhi oleh keinginan

hawa nafsu. Menurut al-Ghazali, terdapat lima tujuan syariat yang harus

25 Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan
Administrasi  di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1981, him.27

26 Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", al-mizan, Vol. 2, No. 1,
Februari 2018, him. 116.
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dijaga, yaitu: memelihara agama (hifzh al-diin), jiwa (hifzh al-nafs), akal
(hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-maal). Jika
suatu tindakan bertujuan untuk menjaga kelima aspek tersebut, maka hal
itu dianggap sebagai maslahah. Selain itu, upaya untuk menghindari
segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan

syariat tersebut juga disebut maslahah.?’

Imam al-Ghazali memberikan persyaratan dalam penggunaan teori

maslahah mursalah sebagai alat hukum yakni sebagai berikut:?®

a. Maslahat tersebut telah mencakup magqosidussyariah yang
mana harus sesuai dengan hukum islam yakni menjaga
agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan

b. Maslahat tersebut tidak menabrak dengan nash al-Qur’an,
nash al-Sunnah dan ijma’

c. Menjawab problematika hukum yang khusus harus

memenuhi persyaratan gotiyyah , dhoruriyyah, kulliyah.

27 Nasrun Haroen, Ushul Fikih, Logos Wacana Ilmu, Jakarta 2001, cet. LIl jilid 1, hlm.
114.

28 M. Najich Syamsuddini, Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali
dan Imam Maliki (Studi Eksklusif dan Inklusif), Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan
Pendidikan, Vol. 07, No. 02, Juli 2022, hlm. 109.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan
untuk menganalisis kualitas dari norma hukum itu sendiri.?’ Selain itu,
penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan
(library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari,
menganalisis, dan merumuskan buku-buku, literatur, serta sumber
lainnya yang memiliki kaitan dengan topik skripsi ini.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-analisis, yang berfokus pada
penyajian secara sistematis mengenai materi atau fakta yang ditemukan
selama penelitian. Setelah itu, data yang terkumpul akan dianalisis
dengan menggunakan teori yang relevan untuk menggali pemahaman
lebih lanjut.

3. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konsep (comseptual approach), pendekatan sejarah (historical

approach) dan pendekatan komparatif (komparatif approach). Sehingga

2 Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law
Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006.



19

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum

yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a.

Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan yang didapat dari yang
dibutuhkan, dan disebut juga bahan-bahan hukum yang mengikat.*
Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
dan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan pendukung dan data
pelengkap, Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan
adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus
hukum, termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet

yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.*!

30 Soejono Sukanto dan Sri Mudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: IND HILLCO,

2001), hlm. 13.

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet, IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 155.
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5. Teknik Pengumpulan
Adapun teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini adalah
dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan
data yang bersifat tertulis dalam bentuk dokumen. Dokumentasi ini

berupa arsip, laporan, buku atau dokumen lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis dan
saling berkaitan agar mempermudah penyusunan skripsi yang berjudul
"Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan
Presiden". Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan penjelasan mengenai latar
belakang permasalahan, mengidentifikasi rumusan masalahnya dengan
memberikan tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan telaah pustaka
dengan menggunakan kerangka teori dan metode penelitian sesuai dengan
sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yaitu pembahasan mengenai
kerangka konseptual, teori-teori terkait dan tinjauan (review) kajian
terdahulu. Penulis akan memaparkan teori yang digunakan, yaitu: teori

konstitusionalisme, asas diskresi dan maslahah mursalah.
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BAB III DINAMIKA KELEMBAGAAN, berisi tentang profil
dewan pertimbangan presiden sebelum dan sesudah amandemen,
kedudukan dewan pertimbangan presiden dalam pemerintahan, hak
keuangan dan fasilitas ketua dan anggota dewan pertimbangan presiden
serta perbandingan lembaga negara serupa Wantimpres di negara lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi
hasil analisis dari sumber data-data dan bahan hukum sesuai dengan
rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini yaitu, implikasi peniadaan
pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-
Undang Nomor 64 Tahun 2024 dan dalam perspektif maslahah mursalah.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari
rumusan masalah yang kemudian diberikan solusi beserta saran yang sesuai
dengan Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan

Presiden.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik benang merahnya

sebagai berikut:

1.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pembatasan
jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 berpotensi
menimbulkan abuse of power oleh Presiden. Ketentuan yang
memberikan Presiden diskresi penuh dalam menentukan
jumlah anggota Wantimpres, tanpa batasan yang jelas, dapat
memperburuk konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif.
Hal ni bertentangan dengan prinsip-prinsip
konstitusionalisme yang menekankan pada pembatasan
kekuasaan, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan
otoritas oleh Presiden. Ketiadaan pembatasan ini juga dapat
memperbesar potensi politisasi lembaga tersebut, yang mana
Presiden mungkin mengakomodasi kepentingan politik
tertentu dengan mengisi Wantimpres dengan lebih banyak
anggota, yang pada gilirannya dapat memengaruhi

objektivitas dan kualitas pertimbangan yang diberikan.

79



2.

B. Saran

l.

Dari perspektif maslahah mursalah, kebijakan pemerintah
harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum
(maslahah ‘ammah) dan tidak boleh bertentangan dengan
syariat. Revisi UU Wantimpres yang memberikan kebebasan
kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota
Wantimpres dinilai tidak mencerminkan kemaslahatan
tersebut. Kebijakan ini cenderung mengakomodasi
kepentingan politik tertentu, bukan kebutuhan rakyat secara
luas. Revisi UU ini tidak membawa manfaat yang nyata,
justru menimbulkan pemborosan anggaran. Dana negara
yang seharusnya dialokasikan untuk sektor penting seperti
pendidikan dan kesehatan malah digunakan untuk
membiayai Wantimpres yang tidak dibatasi jumlahnya. Oleh
karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, revisi UU
Wantimpres tidak membawa kemaslahatan umum dan lebih
banyak menimbulkan mudarat. Kebijakan ini perlu dikaji
ulang agar lebih adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip

syariah.

Penghapusan batas jumlah anggota Wantimpres dalam
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 beresiko
melemahkan prinsip good governance dan

konstitusionalisme. Kebijakan ini dapat menyebabkan
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politisasi lembaga, ketidakefisienan, dan mengganggu
checks and balences. Disarankan untuk mengkaji ulang atau
menetapkan kembali batas anggota demi menjaga
transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan.
Revisi UU Wantimpres yang terburu-buru dan minim
konsultasi public menimbulkan kekhawatiran atas legitimasi
demokratis. Kedepannya harus melibatkan audiensi public
dan ahli agar kebijakan lebih inklusif, menghindari dominasi
kelompok tertentu agar benar-benar berpihak pada
kepentingan publik.

Penelitian lebih lanjut perlu mengevaluasi dampak
pembatasan anggota Wantimpres terhadap efektivitas
Keputusan dan keseimbangan kekuasaan. Studi komparatiff
dengan negara lain juga penting untuk menilai pengaruh
struktur lembaga. Selain itu, kajian peran maslahah mursalah
dapat memperkuat dasar hukum yang fleksibel namun tetap

sesuai prinsip syariat Islam.
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